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ABSTRACT

Sexual violence against women and children is a serious issue that continues to increase in various
regions, including Denpasar. Addressing this violence requires the involvement of various stakeholders in
a collaborative governance approach. This study aims to analyze the application of collaborative
governance in protecting women and children from sexual violence in Denpasar. The research method
used a qualitative approach through observation, interviews, and documentation. The results of this study
indicate that collaboration between the DP3AP2KB (Regional Empowerment and Child Protection
Agency), the UPTD PPA (Regional Empowerment and Child Protection Unit), the Bali Seruti
Foundation, and the community has been effective through face-to-face dialogue, trust-building,
commitment to the process, shared understanding, and intermediate outcomes, as indicated by Ansell &
Gash (2008). However, challenges remain, such as limited resources, increased human resource capacity,
and the need to optimize community involvement in reporting and prevention. The study confirms that
cross-sector collaboration plays a crucial role in increasing the effectiveness of protecting women and
children from sexual violence in Denpasar.
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ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan isu yang serius yang terus meningkat
diberbagai daerah, termaksuk kota denpasar. Penanganan kekerasan ini memerlukan keterlibatan berbagai
kerjasama antar stakehlder dalam pendekatan collaborative governance. Penelitian ini bertujuan
menganalisis penerapan collaborative governance dalam perlindungan perempuan dan anak terhadap
kekerasan seksual dikota denpasar. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui
observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kolaborasi DP3AP2KB,
UPTD PPA, Yayasan Bali Seruti serta Masyarakat telah berjalan melalui mekanisme Face to Face
Dialogue (Dialog Tatap Muka), Trust Building (Membangun Kepercayaan), Commitment to Process
(Komitmen Terhadap Proses), Shared Understanding (Berbagi Pemahaman) dan Intermediate Outcomes
(Hasil Sementara) sebagaiman indikator ansell & gash (2008). Namun, masih terdapat tantangan seperti
keterbatasan sumber daya, peingkatan kapasitas SDM, serta perlunya optimalisasi dari masyarakat dalam
perlaporan dan pencegahan. Penelitian menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor berperan penting
dalam meningkatkan efektivitas pelindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan seksual dikota
denpasar.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Kekerasan Seksual, Perlindungan Perempuan dan Anak.
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PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan isu sosial yang harus cepat ditangani berdasarkan undang-undang no
12 tahun 2022 (UU TPKS) menegaskan pentingnya komitmen negara dalam perlindungan perempuan dan
anak terhadap kekerasan seksual khususnya dikota denpasar. Upaya perlindungan perempuan dan anak
membutuhkan koordinasi dari pemerintah, swasta hingga masyarakat dalam menciptakan lingkungan
yang aman dan berkeadilan gender. (Nurisman, 2022) kekerasan seksual adalah perbuatan yang
dilakukan tanpa adanya persetujuan dari orang yang dikehendakinya. Berdasarkan CATAHUN komnas
perempuan ditahun 2022 tercatat sebanyak 334.496 kasus berbasis gender terhadap perempuan pada
tahun 2021, meningkat sekitar 50% dibadingkan ditahun 2020. Angka ini menunjukan bahwa
permasalan bukan hanya isu hukum melainkan bagaimana pemerintah mengelola dan melindungi kasus
kekerasan berbasis gender.

Pemerintah memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan oleh karena itu pemerintah
menjadi acuan terhadap masyarakat dalam mengatur dan memberikan kebijakan-kebijakan sebagai contoh
sosialisasi dalam menyampaikan hak-hak korban kekerasan. Dalam upaya perlindungan perempuan tidak
hanya dari pihak pemerintah melainnkan dari pihak swasta serta masyarakat. Pemerintah tidak bisa
menjalankan perlindungan tanpa adanya dukungan dari pihak-pihak lain, oleh karena itu pentingnya
collaborative governance dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.

Collaborative governance merupakan proses kerjasama pemerintah, swasta, masyarakat dan
pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama dalam mengambil keputusan. Penelitian ini
menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara DP3AP2KB, UPTD PPA, LSM Yayasan Bali
Seruti serta masyarakat.

Berikut Rekapitulasi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Kota Denpasar Menurut Jenis
Kelamin Tahun 2022-2023 yaitu:

Tabel: Rekapitulasi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Kota Denpasar

Bentuk 2022 2023
Kekerasan
Anak Anak Perempua | Anak Anak Peremp
Perempua | laki- n Perempua | laki- uan
n laki n laki
Kekerasan 18 15 35 4 5 23
fisik (KDRT)
Kekerasan 5 3 2 3 4 5
fisik (lainnya)
Kekerasan 22 17 42 4 9 36
psikis
(KDRT)
Kekerasan 7 3 4 4 15 6
psikis
(lainnya)
Kekerasan 8 0 6 4 1 3
seksual
(KDRT)
Kekerasan 19 0 2 15 13 2
seksual
(lainnya)
Penelantaran 33 16 25 13 11 16
TPPO 1 0 0 0 0 0
ABH 4 5 - 0 0
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Perkawinan 0 0 - 1 1 -
Anak
Perebutan 29 13 7 13 19 0
kuasa

as
uh
Anak
Kasus lainnya 21 11 43 25 37 44
Sumber; PPTPPA Kota Denpasar, 2024

Berdasarkan data dari tabel diatas menunjukan kekerasan seksual lainnya dai presentase UPTD PPA
2 tahun terakhir kekerasan seksual terhadap anak perempuan lebih banyak mendapatkan kekerasan
seksual dibandingkan perempuan dewasa. Dengan demikian data data kekerasan seksual secara rinci
masih sangat terbatas karena bersifat sensitif dan dilindungi dari pihak lembaga yang melindungi seperti
UPTD PPA dan aparat penegak hukum.

Collaborative governance adalah proses pengambilan keputusan tata kelola yang melibatkan
berbagai aktor seperti, pemerintah, swasta hingga masyarakat untuk mencapai tujuan bersama yang tidak
di capai oleh satu pihak. Dengan adanya collaborative governance dapat membangun kepercayaan publik
serta kerjasam antar kolaborasi. (Setiawandari &Kriswibowo, 2023)

Adapun proses kolaborasi menurut (Ansell & Gash, 2008) yang dapat menjadi tolak ukur dalam
proses penanganan kasus kekerasan seksual antara lain: Face to Face (Dialog tatap muka) Collaborative
Governance didasarkan face to face antara pemangku kepentingan sebagai proses komunikasi mendalam.
Trust Building merupakan fase untuk membangun kepercayaan dari dialog dan negosiasi yang bersifat
substansi.Commitment to Process (Komitmen untuk Berproses) Pemangku kepentingan berpartisipasi
dalam legitimasi untuk menjalankan kewajiban hukum. Shared Understanding (Berbagi Pemahaman)
dalam berkolaborasi pentingnya pemangku kepentingan mengembangkan pemahaman dalam mengatasi
permasalahan yang ada. Intermediate Outcomes (Hasil Sementara) Proses kolaborasi memerlukan
tahapan untuk menghasilkan hasil sementara atau intermediate.

Perlindungan perempuan dan anak merupakan isu paling penting untuk kita lindungi dikarenakan
perempuan dan anak lebih banyak mendapatkan kekerasan baik itu kekerasan seksual, deskriminasi dan
eksploitasi. Kekerasan seksual merupakan tindakan langsung yang melibatkan orang lain dalam seksual
dimana tindakan tersebut menanamkan bahwa korban tidak bisa melawan. Pelaku memiliki kekuasaan
dan kebebasan dalam melakukan kekerasan terhadap korban oleh, karena itu pentingnya perlindungan
perempuan dan anak terhadap kekerasan seksual.

Adapun kekerasan seksual yang sering terjadi disekitar —kita antara lain; Kekerasan seksual secara
fisik seperti pemerkosaan. Kekerasan seksual secara psikis merupakan kekerasan mental maupun jiwa.
Kekerasan seksual secara verbal merupakan pelecehan jalanan (catcalling) pelecehan yang dilakukan ileh
orang yang tidak dikenal. Kekerasan secara ekonomi merupakan tindakan yang merugikan tekanan secara
finansial sehingga pelaku dapat memanfaatkan situasi untuk melakukan hal keji.

METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menjelaskan pentingnya Collaborative
governance dalam perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan seksual dikota denpasar.
Adapun proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara dan
dokumentasi serta kajian pustaka yang relevan, keterangan pengamata dan ahli, serta data yang tersusun
dalam bentuk dokumen-dokumen atau artikel sejenisnya. Penelitian
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PEMBAHASAN
Sejarah Kota Denpasar

Kota Denpasar memiliki sejarah panjang sebagai pusat kerajaan badung sebelum menjadi ibukota
provinsi bali pada tahun 1960. Nama Denpasar berasal dari ‘Taman” yang dikombinasikan dengn “Den”
(Utara) dan “Pasar” (Pasar) yang berarti “Taman di Utara Pasar “. Denpasar tumbuh dari wilayah inti
kerajaan badung , uang dibuktikan dengan adanya puri agung denpasar serta peristiwa penting dalam
sejarah yaitu Puputan Badung. Setelah indonesia merdeka, denpasar ditetapkan sebagai ibu kota provinsi
bali pada tanggal 23 juli 1960 yang menggantikan singaraja.

Perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan seksual dikota denpasar membutuhkan kerja
sama dari berbagai pihak. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri melainkan perlu keterlibatan
kolaborasi baik dari pemerintah, swasta hingga masyarakat. Pemerintah daerah berperan sebagai pengarah
kebijakan dan penentu langkah-Inagkah strategis. Sementara itu, lembaga pendamping, organisasi
masyarakat serta kelompok komunis membantu dalam memberikan edukasi dan penyebaran informasi
kepada masyarakat. Kolaborasi ini membantu mempercepat penanganan kasus kekerasan seksual hingga
melindungi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dikota denpasar.

collaborative governance dalam perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan seksual
dikota denpasar telah berjalan melalui kolaborasi DP3AP2KB, UPTD PPA, Yayasan Bali Struti serta
Masyarakat. DP3AP2KB juga menjelaskan bahwa berbagai kegiatan sudah mereka laksanakan seperti
sosialisasi, edukasi di sekolah hingga kedesa untuk meningkatkan pemahaman masyarakat namun,
tantangan masih muncul karena masyarakat belum memahami hukum, masih takut atau mengalami
stigma sosial, sehingga ada kasus yang tidak terlaporkan. Di sisi lain, jejaring kolaborasi yang luas
membantu mengatasi kendala dilapanga. Dengan adanya kolaborasi dari pemerinta, swasta hingga
masyarakat sudah terbentuk dan memberikan dampak positif, namun implementasinya masih perlu
diperkuat terutama dalam penyebaran informasi, peningkatan kapasitas SDM layana dan perlibatan
masyarakat secara merata. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor perlu ditingkatkan terus supaya
perlindungan perempuan dan anak dapat berjalan efektif, tepat sasaran dan berkelanjutan.

Selain kolaborasi dalam kegiatan penanganan kekerasan dikota denpasar bentuk kerjasama juga bisa
diterlihat pada mekanisme layanan yang saling terhubung. UPTD PPA sebagai unit layanan utama yang
menerima laporan, melakukan assesmen serta memberikan pendamping hukum dan psikologi. Selain itu,
pihak yayasan bali sruti membantu dalam pendampingan lanjutan dan edukasi pada masyarakat.Setiap
aktor memiliki peran yang saling melengkapi dengan adanya kolaborasi ini dapat membantu menangani
serta melindungi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di kota denpasar.

KESIMPULAN

Perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan seksual dikota denpasar pemerintah tidak bisa
bekerja tanpa melibatkan pihak lain, melainnkan memebutuhkan kerja sama lintas sektor. Dengan adanya
pendekatan collaborative governance menjadi kunci dalam menciptakan sistem perlindungan yang lebih
menyeluruh, responsif dan berkelanjutan. Kolaborasi DP3AP2KB, UPTD PPA, yayasan bali sruti serta
masyarakat menunjukan kota denpasar telah memiliki struktur kerja sama yang cukup kuat dalam
memberikan layanan perlindungan. Adanya sosialisai hingga edukasi kesetiap desa, sekolah serta jaringan
mitra yang luas membantu meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mempercepat proses
penanganan serta mempercepat dalam mendapatkan perlindungan bagi korban.
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